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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penilaian Nagari Koto malintang sebagai desa wisata 

berdasarkan kriteria – kriteria yang diperoleh dari literatur Nagari Koto Malintang ini 

belum sesuai atau belum bisa dikatakan sebagai desa wisata karena dilihat dari analisis 

penilaian kriteria – kriteria desa wisata yaitu daya tarik wisata, akomodasi, sarana 

prasarana pendukung desa wisata, aksesbilitas menuju desa wisata, potensi sumber daya 

manusia, partisipasi aparat dan masyarakat Nagari Koto Malintang serta kelembagaan. 

Nagari Koto Malintang ini sudah memilki atraksi – atraksi wisata namun belum 

dikembangkan dan untuk akomodasi atau penginapan juga belum tersedia di desa wisata 

ini. Suatu nagari dapat dikatakan sebagai desa wisata harus memiliki penginapan, karena , 

atraksi wisata dan dapat memberikan income kepdada masyarakat, Karena jika tidak 

memiliki penginapan dan atraksi wisata tersebut belum bisa dikatakan sebagai desa wisata, 

tetapi wisata pedesaan. Karena suatu desa wisata tersebut dicirikan dengan pengunjung 

yang menginap di desa wisata, melakukan atraksi – atraksi wisata, sehingga dapat 

memberikan income kepada masyarakat di desa wisata tersebut.  

5.2 Saran 

1. Untuk Pemerintah 

a) Mengalokasikan dana untuk pengembangan desa wisata seperti untuk 

membangun sarana prasarana pendukung desa wisata, membangun akomodasi, 

untuk mengembangkan atraksi – atraksi desa wisata dan memberikan modal 

kepada pengelola atau masyarakat untuk membuat produk – produk kuliner 

maupun produk wisata. 

b) Melakukan sosialisasi kepada pengelola desa wisata dan masyarakat setempat 

tentang desa wisata dan manfaat kedepannya bagi masyarakat setempat 

c) Pemerintah selalu berperan untuk merencanakan, mengawasi semua kegiatan 

yang dilakukan oleh pengelola desa wisata 

2. Untuk Pengelola Desa Wisata 

a) Pengelola desa wisata membuat program – program atau target yang harus 

dicapai untuk pengembangan desa wisata dan memberikan tanggung jawab 

kepada setiap anggota kelompok 

b) Pengelola desa wisata menyediakan akomodasi  
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c) Pengelola desa wisata membuat produk – produk kuliner ataupun produk wisata 

yang unik dan menarik 

d) Pengelola desa wisata melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala baik 

untuk pengelola desa wisata  maupun untuk masyarakat setempat 

e) Pengelola desa wisata mempromosikan desa wisata baik secara langsung 

maupun tidak langsung 

3. Untuk Masyarakat Desa Wisata Koto Malintang 

a) Masyarakat berpartisipasi  dalam kegiatan desa wisata 

b) Masyarakat bersedia menyediakan sarana pendukung desa wisata  

c) Masyarakat bersedia menyediakan rumah – rumah meraka dijadikan 

penginapan 

d) Masyarakat mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah maupun 

pengelola desa wisata 

e) Masyarakat bersedia untuk memproduksi produk – produk kuliner dan produk 

wisata yang bahannya bersumber dari desa wisata tersebut 

f) Masyarakat bersedia jika kegiatan mereka dijadikan suatu atraksi wisata untuk 

diperlihatkan dan dilakukan oleh wisatawan 

Dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah, pengelola desa wisata dan masyarakat 

desa wisata Koto Malintang bersedia untuk berpartisipasi dan berperan dalam memberikan 

bantuan baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata, seperti adanya alokasi dana, 

penyedia sarana prasarana pendukung, mempromosikan desa wisata, membuat produk – 

produk kuliner, menyediakan penginapan, menambah atraksi – atraksi wisata dan kegiatan 

– kegiatan yang dapat menunjang dan mendukung desa wisata untuk menjadi lebih baik 

maka desa wisata Koto Malintang ini akan lebih cepat maju dan dikenal oleh masyarakat 

luas, sehingga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat desa tersebut.  
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